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PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA 
ULANG 
 

ABSTRAK: - untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam 
pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu 
dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, 
tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan 
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut 
retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 
diatas,  perlu membentuk  Peraturan Daerah  tentang Penyelenggaraan 
dan Retribusi  Pelayanan Tera/Tera Ulang. 

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 
dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-
Undang   Nomor   2  Tahun   1981   tentang  Metrologi Legal;   Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   
2014   tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan  Pemerintah  
Nomor  2 Tahun  1985  tentang Wajib dan  Pembebasan  Untuk   Ditera   
dan/atau   Ditera   Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, 'Timbangan, Takaran 
dan Perlengkapannya; Peraturan   Pemerintah   Nomor   2   Tahun    1989    
tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran. 
 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan dan 
Retribusi Tera/Tera Ulang dengan menetapkan batasan istilah yang 
digunakan dalam pengaturannya. Tera adalah  suatu  kegiatan  menandai 
dengan tanda Tera sah   atau   Tera  Batal   yang   berlaku   atau  
memberikan keterangan  tertulis  yang  bertanda  Tera  sah  atau  tanda 
Tera     batal     yang    berlaku,    dilakukan     oleh    Penera berdasarkan   
hasil  pengujian  yang  dijalankan  atas  Alat-alat  Ukur,  Takar,  Timbang 
dan  Perlengkapannya  yang    belum    dipakai,    sesuai     persyaratan    
dan/atau ketentuan yang berlaku. Tera   Ulang   adalah    suatu    kegiatan   



menandai    secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera batal 
yang berlaku,    atau    memberikan   keterangan   tertulis   yang bertanda 
Tera  Sah  atau  tanda Tera  Batal  yang berlaku, dilakukan oleh  Pegawai 
yang  berhak/Penera berdasarkan hasil  pengujian yang  dijalankan   atas  
Alat-alat   Ukur, Takar,  Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera. 
Penyelenggaraan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya (UTTP) terdiri dari jenis UTTP, jenis tanda tera, tempat 
penyelenggaraan tera/tera ulang, masa berlaku tera/tera ulang, 
pelaksana tera/tera ulang dan kerjasama penyelenggaraan. Retribusi 
pelayanan tera/tera ulang alat UTTP.  
 

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,                 
27 Desember  2018. 

 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

- Penjelasan: 5 hlm. 
 


